
a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian 
prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebagai dasar 
pemberian tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara 
di Lingkungan Pernerintah Daerah Kota Cimahi, 
Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah 
mengundangkan Peraturan W ali Kota Cirnahi 
Nomor 3 Tahun 2018 ten tang Tunjangan Kinerja 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kota Cimahi; 

b. bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap perpindahan dan peralihan status 
kepegawaian Aparatur Sipil Negara serta tahapan 
pelaksanaan indikator Penilaian Prestasi Kerja; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota 
Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tunjangan 
Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diatur 
dengan Peraturan Wali Kota; 
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1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Tndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndones.ia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5258); 

6. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi 
(Bcrita Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 
391); 

Mengingat 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Kota Cimahi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wa]i Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. W ali Kota adalah W ali Kota Cimahi. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota 
Cimahi. 

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 
Kota Cimahi. 

7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan kepada ASN dan Calon ASN 
yang diberikan berdasarkan hasil penilaia.n prestasi kerja. 

8. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN 
sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 

9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah 
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN. 

10. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap 
pelaksanaan tugas jabatan. 

11. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan 
yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang 
seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
peru ndang-undangan. 

- 

Pasal 1 

Pasa1 T 
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 3 T'ahun 
2018 tentang Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cirnahi Tahun 2018 
Nomor 391) diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

PERATURAN WALT KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALi KOTA CIMAHI NOMOR 3 TAHUN 
2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA APARATUR 
SIPIL NEGARA Dl LINGKUNGAN PEMERJNTAH 
DAERAH KOTA CIMAHI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



Pasal 53 A 

Bagi ASN yang meninggal dunia maka tunjangan kinerja diberikan 100 
% (seratus persen) dari standar tunjangan kinerja pada bulan yang 
bersangkutan. 

3. Diantara pasal 53 dan pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 53 
A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal48 

(1) Dalam hal ASN mengalami perpindahan tugas antar Perangkat 
Daerah, pemberian Tunjangan Kinerja dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Tunjangan Kinerja diberikan oleh Perangkat Daerah tujuan 

apabila SPMT ditetapkan pada tanggal 1 sampai dengan 
tanggal 15; dan 

b. Tunjangan Kinerja diberikan oleh Perangkat Daerah asal 
apabila SPMT ditetapkan pada tanggal 16 sampai dengan 
tanggal 31; 

(2) Besaran standar tunjangan kinerja ASN yang mengalami 
perpindahan tugas antar perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Untuk ASN yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, besaran standar tunjangan kinerja mengikuti jabatan 
pada perangkat daerah tujuan; dan 

b. Untuk ASN yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, besaran standar tunjangan kinerja mengikuti jabatan 
pada perangkat daerah asal. 

,.. . 

12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai, dengan 
ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau 
pejabat lain yang ditentukan. 

13. Apel adalah kegialan yang dilakukan secara bersama-sama di 
pagi hari pada suatu tempat yang dipimpin oleh pembina Apel. 

14. Sistem Daftar Hadir Elektronik adalah sistem daftar hadir ASN 
dengan menggunakan metode kehadiran absensi dengan 
mendeteksi sidik jari. 

15. Surat Perinta.h Melaksanakan Tugas selanjutnya disingkat SPMT. 

2. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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pad a tanggal .2. ~ ct.\ 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pemberian Tunjangan Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Wali Kata 
ini, termasuk sistem dan tata cara penilaiannya dilaksanakan dengan 
tahapan sebagai berikut : 
a. Sampai dengan bulan ke-5 (lima), penilaian dilakukan terhadap 

Perilaku Kerja Umum dan Kehadiran; 
b. Bulan ke-6 (enam) sampai dengan bulan ke-9 (sembilan), penilaian 

dilakukan terhadap Perilaku Kerja Umum, Kehadiran dan Sasaran 
Kerja Pegawai. 

Pasal60 

5. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 59 

Apabila Sistem Daftar Hadir Elektronik, Sistem Penilaian Prestasi 
Kerja Elektronik, dan Sistem Pelaporan Realisasi Keuangan dan Fisik 
Kegiatan Elektronik ( e-Reporting) tidak bisa diterapkan secara 
menyeluruh maka sistem penilaian dan pemberian tunjangan kinerja 
ASN dapat dilakukan secara manual. 

4. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 


